
Mengingat 

b 

BUPATI LUWU 

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
APARATUR SIPIL NEGARA SISTEM SATU PINTU DI KABUPATEN LUWU 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
PERATURAN BUPATI LUWU 

NOMOR:118 TAHUR 2019 

:1. 

2 

TENTANG 

Menimbang: a. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu 
dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU, 

yang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku koordinator, 
fasilitator, pengawas dan penyelenggara dibidang 
kediklatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur Sipil Negara Sistemn Satu Pintu 
di Kabupaten Luwu; 

bahwa dalam rangka terwujudnya keselarasan dan 

keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan/pengendalian serta evaluasi dan pelaporan 
serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
pendidikan dan pelatihan antar Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan 
akuntabel, maka diperlukan suatu kebijakan pendidikan 

Nomor 29 Tahun Undang-Undang 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun Undang-Undang 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Tahun 2011 Negara Republik Indonesia Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

dan pelatihan melalui sistem satu pintu; 

Nomor 1822); 
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4. 

5 

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 

7 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679): 

Pemerintahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5105); 

6 Peraturan Pemerintah Nomnor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
Peraturan Pemerintah Nomnor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037):; 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 193/XIII/ 10/2001 tentang Pedoman Umum Diklat 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7); 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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adalah 
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adalah 
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adan 
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Provinsi 
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Republik 

N
egara 
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dm
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Lem
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Instansi 

Pem
bina 

Pelatihan 

Struktural 

dan 

Prajabatan 

yang 
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6. 

Indonesia. 
Instansi 
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8. 

Pejabat 

Pem
bina 

Kepegawaian 

Daerah 

adalah 

Bupati 

Luwu. 

d
alam

 

kew
enangan 

pengaturan 

Pelatihan 

adalah 

proses 
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belajar 
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dalam
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Pelatihan 

adalah 

peningkatan 

kompetensi 

sumberdaya 

manusia 

aparatur 
di Daerah. 

dapat 

berlangsung 

sesuai 
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9. 
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alah
 

perencanaan, 
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I1. 
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Pelatihan 
di 

Daerah 
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dikoordinasikan 
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berlangsung 

13. 

Sipil 

Negara 

adalah 

perangkat 
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Daerah 
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upati 

ini, 

yang 
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aksud 

dengan: 

Peraturan 

pelatihan 

urusan 

Pengelolaan 
Pelatihan 

sesuai 

Jenis 

pelatihan 
agar 

proses 

pelatihan 

dapat 

dan 
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dengan 
tujuan 
yang 

1
4

. 

A
paratur 



15. 
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD 
lalah warga Negara lndonesia yang diangkat untuk dipersiapkan 

menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

4 

16. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelatihan Pemerintah 

dalam menyelenggarakan program Pelatihan tertentu yang ditetapkan 
Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina. 

.- Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal kepada lembaga pelatihan 
untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan 
nengakuan kepada peserta pelatihan dalam bentuk sertifikat kelulusan 
dalam suatu pelatihan. 

,0 Analisis Kebutuhan Diklat selanjutnya disebut AKD adalah proses 
identifikasi kebutuhan terhadap pelatihan pada organisasi/ unit perangkat 
dalam lingkup Permerintah Daerah. 

BAB II 

TUJUAN DAN SASARAN 

(1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya keselarasan dan 
keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengerndalian serta evaluasi 
dan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan) 
pelatihan yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan, dan 

akuntabel. 
2) Sasaran pengaturan adalah terwujudnya penyelenggaraan 

yang efisien, efektif, ekonomis, dan profesional. 

Daerah dengan sistem satu pintu. 

b. Pelatihan Struktural; 

Pasal 2 

C. Pelatihan Teknis; 
d. Pelatihan Fungsional; 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

peraturan 

Pasal 3 

(1 Ruang lingkup PSSP adalah pengelolaan semua bentuk Pelatihan di 

PSSP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 
a. Pelatihan Prajabatan dan Latsar; 

pelatihan 

e. Pendidikan umum dalam rangka peningkatan kompetensi ASN; dan 
B. Kerja sama dalam pengembangan Pelatihan. 
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Pedoman/ /Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjali 
acuan pelaksanaan Pelatihan. 

14) 
Unsurr-unsur pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan Pelatihan 

harus disiapkan sebelum pelaksanaan Pelatihan, meliputi: 

7 

a tenaga penyelenggara Pelatihan: 
h sarana dan prasarana; 
C. pembiayaan; 
A dan lain-lain yang dapat mendukung kelancaran 

Pelatihan. 

(5) Unsur-unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

peserta Pelatihan dilakukan (6) Pemanggilan 
Kepegawaian yang disiapkan oleh Badan. 

pelaksanaan 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 8 

oleh pejabat 

(7) Pengaturan kepanitiaan pelaksanaan Pelatihan diatur tersendiri dalam 

SOP. 

Pembina 

(1) Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 

2) Pelatihan teknis/fungsional di kelolah atau dilaksanakan oleh BKPSDM 

yang membidangi kediklatan dan koordinasi Badan pembina kediklatan. 

lo) Kegiatan Bimtek, Orientasi, Lokakarya, Seminar, Simposium dan lain-lain 

yang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilaksanakan oleh OPD. 

Setiap mata Pelatihan dibina oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) tenaga pengajar/ 

lasilitator untuk menjamin terlaksananya Sekuen (urutan) pembelajaran. 

tenaga pengajar harus mempersiapkan penjabaran tujuan kurikulum 

as mata Pelatihan vang akan diajarkan berupa bahan ajar dan 

enyusun Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) serta Satuan 

Acara Pembelajaran (SAP) 
(6) Pretest dan posttest wajib diadakan bagi setiap pelaksanaan Pelatihan. 



(1) Badan pembina kediklatan melakukan evaluasi terhadap perencanaan 

pelaksarnaan suatu Pelatihan. 
dan pelaksanaan Pelatihan untuk memberikan penilaian atas kelayakan 

BAB V 

EVALUASI PELATIHAN 

Bagian Kesatu 
Evaluasi Perencanaan 

O Indikator yang harus diukur dalam menilai kelayakan perencanaan dan 
pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

8 

a. tingkat kepentingan penyelenggaraan suatu Pelatihan, yaitu alasan 
dan tujuan dilaksanakannya Pelatihan tersebut; 

c. skala prioritas pelaksanaan; 
b. relevansi hasil Pelatihan dengan tuntutan kebutuhan organisasi; 

Pasal 9 

d. tingkat kesiapan materi Pelatihan: 

3.pembiayaan. 

e. kualifikasi tenaga pengajar yang tersedia, 

2.sarana dan prasarana; dan 

g. kesiapan peserta. 

f. tingkat kesiapan pelaksanaan, yaitu kesiapan panitia meliputi: 
1.kesiapan adminstrasi; 

3) Kegiatan evaluasi Prapelatihan dilakukan dalam bentuk observasi 
langsung di lapangan, menilai proposal Pelatihan dan wawancara dengan 

panitia penyelenggara. 
9 Hasil evaluasi Prapelatihan dituangkan dalam bentuk rekomendasi 

kelayakan pelaksanaan suatu Pelatihan. 

peserta. 3 Evaluasi 

1) Evaluasi pelaksanaan Pelatihan bertujuan untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pelaksanaan Pelatihan. 

2) Evaluasi pelaksanaan Pelatihan meliputi: 

Bagian Kedua 
Evaluasi Pelaksanaan 

a. evaluasi peserta yang dilakukan oleh tenaga pengajar; 

pelaksanaan 

Pasal 10 

D. evaluasi tenaga pengajar yang dilakukan oleh panitia/ peserta; 
C. evaluasi pelaksanaan Pelatihan yang dilakukan oleh tenaga pengajar/ 

Pelatihan dilakukan dengan menggunakan 
nstrumen evaluasi yang disusun oleh Badan berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh Instansi Pembina. 
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2 
Tata 

cara pencalonan, seleksi, dan pelaksanaan Pelatihan Struktural 

Kepemimpinan Pratama berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi 

Pembina. 

12 

Bagian Keempat 
Pelatihan Prajabatan Golongan III, II, dan I 

Pasal 17 

Calon peserta Pelatihan Prajabatan/Latsar Golongan II, I, dan I adalah 

CPNS golongan I, II, dan I yang telah mnemenuhi syarat untuk mengikuti 

Pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh 

Instansi Pembina. 

1D) Tata cara pencalonan, seleksi, dan pelaksanaan Pelatihan Prajabatan 

Golongan II, II, dan I berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi 

Pembina. 

sesuai 
Tertentu. 

Bagian Kelima 
Pelatihan Teknis 

Pasal 18 

1) Persyaratan peserta Pelatihan Teknis adalah ASN yang membutuhkan 

peningkatan kompetensi Teknis dalam pelaksanaan tugasnya dan 

mendapat rekomendasi dari Tim Seleksi Peserta Pelatihan Instansi 

(TSPDI) di SKPD masing-masing. 

14 Jumlah peserta Pelatihan teknis paling banyak 20 (dua puluh) orang 

setiap kelas. 

Bagian Keenam 
Pelatihan Fungsional 

Pasal 19 

ersyaratan peserta Pelatihan Fungsional Tertentu berasal dari ASN yang 

han atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi 
Pelatihan Fungsional 

yang disyaratkan dalam pelaksanaan 

2) Jumlah peserta Pelatihan Fungsional Tertentu paling banyak 40 (empat 

puluh) orang setiap kelas. 



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 

BASMIN MATTAXANG 

pengundangan 

BUPATI LUWU, 

pada tanggal s 11 Cktober 2019 
Ditetapkan di Belopa 

mengetahuinya memerintahkan 

Luwu. 

Deraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pasal 20 

KABPATEN LUWU, 
DAERAH 

KETENTUAN PENUTUP 
BAB IX 

13 

pada tanggal: i QtobeI 209 
Diundangkan di Belopa 

kIpwAN 

dapat orarng 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aoar setiap 
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